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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penlitian maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Implementasi kebijakan hak anak didik dapat diberi kesimpulan bahwa pada 

segi pelaksanaannya dilihat dari hak beribada dan hak mendapatkan 

pendidikan, implementor belum sepenuhnya patuh terhadap kebijakan 

karena SOP yang diberlakukan di LPKA tidak mencakup kebijakan yang 

dimuat, kemudian dari segi pengawasan pelaksaan SOP Pembinaan 

ANDIKPAS, implementor belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi 

tupoksi implementor dalam menjalankan kebijakan hak anak didik tersebut 

sehingga tupoksi dalam memfasilitasi hak anak didik belum terlaksana 

dengan baik. 

b) Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi hak anak didik dilihat 

dari aktor yang terlibat  dalam implementasi, yaitu seluruh pegawai LPKA 

Kelas II Pekanbaru dan tidak melibatkan aktor dari luar isntansi, hal ini 

mempermudah garis komando dalam menjalankan kebijakan, dari segi 

kejelasan tujuan sudah sepenuhnya di pahami oleh implementor, namun 

tidak dijalankan sebagaimana yang tertulis dalam SOP karena SDM di 

LPKA kurang, kemudian dari perkembangan dan kerumitan kebijakan 

keberhasilan penerapan kebijakan tidak terlepas dari peran orang tua yang 
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mendukung kebijakan serta penerimaan orang tua agar kedepannya anak 

tidak merasa dikucilkan, selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh 

stakeholder yaitu Kemenkumham Riau dalam membangun sarana dan 

prasarana dan Dinas Perpustakaan dan Arsiparis dalam memberikan 

perpustakaan keliling berperan penting dalam pemberian hak anak didik, 

serta faktor lainnya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

seperti ketersediaan gedung perpustakaan bagi ANDIKPAS yang perlu 

disedikan serta ketidak leluasaan ANDIKPAS dalam menyampaikan 

keluhan langsung kepada ANDIKPAS. 

5.2 Rekomendasi 

Agar pemenuhan hak anak didik dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik, 

dibutuhkan : 

1. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru : Perlu adanya 

peningkatan kerjasama dengan pihak/stakeholder lain terkait pemenuhan hak 

pendidikan, hal ini karena pendidikan anak menjadi hal yang serius untuk 

diperhatikan, baik itu peran dari tutor yang berperan dalam memberikan 

pengajaran bagi anak didik serta pemenuhan bahan bacaan.  

2. Bagi Kepala Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru : perlu adanya kedekatan 

antara Kepala Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru dengan anak didik 

pemasyarakatan, hal ini karena untuk meningkatkan keterbukaan dari anak 

didik dalam menemukan permasalahan yang dirasakan oleh anak didik. 
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3. Bagi Pemerintah Pusat. Diharapkan partisipasi dari pemerintah pusat dalam 

menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anak didik seperti 

pembangunan rumah ibadah, pembangunan perpustakaan, serta fasilitas untuk 

meningkatkan keterampilan bagi anak didik pemasyarakatan. 
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